
WALIKOTA SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SERANG TAHUN 2020 - 2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di daerah

dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya

giina, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan

berkelanjutan dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan,

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun

rencana tata ruang wilayah;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan

pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat

maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan

lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan

pemerintah, masyarakat, dan / atau dunia usaha;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,

rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota ditinjau

kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun yang

ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020- 2040;

Mengingat;
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahim 1945;

2. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Kota Serang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahim 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber

Daya Air(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6405);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan

Peraturan
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Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6042);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang

Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);

10. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang / Badan

Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 Tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);

11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten

Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten

Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Banten Nomor 32) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5

Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010 - 2030

(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor

5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor

69);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

dan

WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN
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MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG

WILAYAH KOTA SERANG TAHUN 2020 - 2040.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definis dan pengeitian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otpnom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai

unsur penyelen^ara Pemerintahan Daerah.

5. Walikota adalah Walikota Serang.

6. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah.

7. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah

dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.

8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat

kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.

O.Wilayah
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9. Wilayah adalah mang yang merupakan kesatuan geografis beserta

segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan

aspek administratif dan atau aspek fungsional.

10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang

udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,

tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan

memelihara kelangsungan hidupnya.

11. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

12. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem

jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung

kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki

hubungan fungsional.

13. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang

meliputi peruntukkan ruang untuk fungsi lindung dan penmtukkan

ruang untuk fungsi budi daya.

14. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

15. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi

pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

16. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur

ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana

tata ruang.

17. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan

pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan

pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

18. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib

tata ruang.

19. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

20. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah

rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah, yang mengacu pada

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang

Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional,

RTRW Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.

21. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai

jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.

22. Sistem
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22. Sistem internal perkotaan adalah struktur ruang dan pola ruang yang

mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan.

23. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan

perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala intemasional,

nasional, atau beberapa provinsi.

24. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disebut Pusat Pelayanan adalab

pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani

selurub wilayab kota dan/atau regional.

25. Subpusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disebut Sub Pusat Pelayanan

adalab pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang

melayani sub wilayab kota.

26. Pusat lingkungan adalab pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau

administrasi lingkungan Kota.

27. Kawasan adalab wilayab yang memiliki fungsi utama lindung atau budi

daya.

28. Kawasan lindung adalab kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama

melindungi kelestarian lingkungan bidup yang mencakup sumber daya

alam dan sumber daya buatan dan nilai sejarab serta budaya bangsa

guna pembangunan berkelanjutan.

29. Kawasan budi daya adalab kawasan yang ditetapkan dengan fungsi

utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya

alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

30. Kawasan cagar alam adalab kawasan suaka yang karena keadaan

alamnya mempunyai kekbasan tumbuban, satwa dan ekosistemnya atau

ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangan berlangsung

secara alami.

31. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalab Kawasan Hutan dengan faktor-

faktor kelas lereng, jenis tanab, dan intensitas bujan setelab masing-

masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlab nilai di

bawab 125 (seratus dua pulub lima) di luar kawasan Hutan Lindung,

butan suaka alam, butan pelestarian alam, dan Taman Bum.

32. Kawasan permukiman adalab bagian dari lingkungan bidup diluar

kawasan lindung bempa kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai

lingkungan tempat tinggal / lingkungan bimian dan tempat kegiatan yang

mendukung perikebidupan dan pengbidupan.

33.Kawasan
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33. Kawasan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari

permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan

prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai basil upaya pemenuhan

rumah yang layak huni.

34. Kawasan perdagangan dan jasa adalah lokasi yang ditetapkan untuk

transaksi langsung antara pembeli dan pedagang atau kegiatan pelayanan,

yang wadah fisiknya antara lain berupa pertokoan, pasar, pusat belanja

dan perkantoran.

35. Kawasan Perkantoran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian

dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan

pelayanan pemerintahan dan tempat bekeija/berusaha yang dilengkapi

dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.

36. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang yang

diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

37. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang diperuntukkan bagi sarana

dan fasilitas bagi transportasi.

38. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang

memenuhi standar tertentu imtuk kebutuhan bertempat tinggal yang

layak, sehat, aman, dan nyaman.

39. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.

40. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama

bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat

permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa

pemerintahan, pelayangin sosial dan kegiatan ekonomi.

41. Kawasan strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara

nasional terhadap kedaulatan Negara, pertahanan dan keamanan Negara,

ekonomi, sosial, budaya, dan / atau lingkungan, termasuk wilayah yang

telah ditetapkan sebagai warisan dxmia.

42. Kawasan strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam

lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan / atau lingkungan.

43. Kawasan strategis Kota adalah kawasan yang secara lokal mempunyai

nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.

44. Kawasan
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44. Kawasan strategis adalah kawasan yang memiliki lingkup pengamh yang

berdampak regional, penguasaan dan pengembangan lahan relatif besar,

mempunyai prospek ekonomi yang relatif baik, serta memiliki daya tarik

investasi.

45. Kawasan cepat tumbuh adalah kawasan yang berkembang dengan cepat

dan potensi untuk dikembangkan dan diperlukan prioritas penanganan

serta memerlukan dukungan penataan ruang segera dalam kurun waktu

perencanaan.

46. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua

situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau

memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

47. Kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah wilayah

yang dilindimgi karena memberikan perlindungan terhadap kawasan

bawahnya yang meliputi kawasan bergambut dan kawasan resapan air.

48. Kawasan perlindungan setempat adalah wilayah yang dilindungi meliputi

sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk.

49. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat

KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah per

Kelurahan yang memiliki hamparan pertanian pangan berkelanjutan

dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan

serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung

kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

50. Kawasan pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara

nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.

51. Kawasan Pariwisata wilayah yang secara teknis dapat digunakan untuk

kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubimgan dengan wisata

termasuk obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait

dengan bidang tersebut dan tidak menggan^u kelestarian budaya,

keindahan alam dan lingkungan.

52. Energi altematif adalah istilah yang merujuk kepada semua energi yang

dapat digunakan yang bertujuan untuk menggantikan bahan bakar

konvensional.

53. Intensitas bangunan adalah perbandingan jumlah luas/ seluruh lantai

terhadap luas tanah perpetakan yang sesuai dengan rencana ruang.

54. Koefisien Dasar Bangiman yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka

persentase
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persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan

gedung yang dapat dibangun dan luas lahan atau tanah perpetakan atau

daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.

55. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka

persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung

dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai

sesuai Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Bangunan dan

Lingkungan.

56. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka

persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar

bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/ penghijauan

dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai

sesuai Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Bangunan dan

Lingkungan.

57. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat

RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/zona yang

dimaksudkan untuk mengarahkan jalanya pembangunan sejak dini,

mengendalikan pertumbuhan dan perubahan fisik suatu

lingkungan/zona, mewujudkan pemanfaatan ruang secara efektif, tepat

guna dan spesifik setempat.

58. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area

memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih

bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara

alamiah maupun yang sengaja ditanam.

59. Ruang Terbioka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang

terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH,

berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.

60. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi

risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan

peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

61. Jalur pedestrian adalah jalur khusus yang disediakan untuk pejalan kaki.

62. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian

jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan diperuntukkan

bagi.
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bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan

tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan

air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

63. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama

dengan ciri peijalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah

jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

64. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan

pengumpul atau pembagi dengan ciri peijalanan jarak sedang, kecepatan

rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

65. Jalan kolektor primer yang selanjutnya disingkat JKP adalah jalan yang

dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota - kota antar

pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal dan atau kawasan-

kawasan berskala kecil dan atau pelabuhan pengumpan regional dan

pelabuhan pengumpan lokal.

66. Jalan Kolektor Sekunder yang selanjutnya disingkat JKS adalah jalan

yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan

sekunder kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan

sekunder ketiga.

67. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan

setempat dengan ciri peijalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah

dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

68. Jalan lokal Sekunder yang selanjutnya disingkat JLS adalah jalan yang

menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan

sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan

seterusnya sampai ke perumahan.

69. Transportasi adalah pengangkutan orang dan/atau barang oleh berbagai

jenis kendaraan sesuai kemajuan teknologi.

70. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau

penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat,

tulisan, gambar, suara dan bun3d melalui sistem kawat, optik, radio, atau

sistem elektromagnetik lainnya.

71. Drainase adalah sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan

yang berfungsi sebagai pematus bagi lingkungan, yang terintegrasi

dengan sistem jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih

luas.

72. Air.
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72. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari sisa kegiatan rumah

tangga, proses produksi dan kegiatan lainnya yang tidak dimanfaatkan

kembali.

73. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah

tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang,

pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

74. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST

adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan,

penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

75. Angkutan umum massal adalah angkutan umum yang dapat mengangkut

penumpang dalam jumlah besar yang beroperasi secara cepat, nyaman,

aman, teijadwal, dan berfrekuensi tinggi.

76. Ruang evakuasi bencana adalah tempat evakuasi atau penampungan

sementara yang berada di luar kawasan rawan bencana.

77. Jalur evakuasi bencana adalah jalur perjalanan yang menerus termasuk

jalan ke luar, koridor/selasar umum dan sejenis dari setiap bagian

bangunan gedung termasuk di dalam unit hunian tunggal ke tempat

aman, yang disediakan bagi suatu lingkungan/kawasan sebagai tempat

penyelamatan atau evakuasi.

78. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET

adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang

(konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 kV sampai dengan

230 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.

79. Saluran Udara Tegangan Tin^ yang selanjutnya disingkat SUTT adalah

saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di

udara bertegangan nominal di atas 230 kV sesuai dengan standar di

bidang ketenagalistrikan.

80. Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah yang selanjutnya disingkat

SUTTAS adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan konduktor

telanjang di udara bertegangan nominal 250 kV dan 500 kV dengan

polaritas positif, negatif atau kombinasi dari keduanya (dwi kutub).

81. Ruang Bebas adalah ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan

horizontal di sekeliling dan di sepanjang konduktor SUTT, SUTET, atau

SUTTAS di mana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan

manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi

SUTT, SUTET dan SUTTAS.

82.Daerah
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82. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu

wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan

anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, men3dmpan, dan

mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang

batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai

dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

83. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah

sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan

dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar

muka bangiman, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas

minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan

yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan

yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan

pipa gas.

84. Sempadan sungai adalah zona penyangga antara ekosistem perairan

(sungai) dan daratan. Zona ini umumnya didominasi oleh tetumbuhan

dan/atau lahan basah. Tetumbuhan tersebut berupa rumput, semak,

ataupun pepohonan sepanjang tepi kiri dan/atau kanan sungai.

85. Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung

sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai, garis

sempadan sungai diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan pada

setiap ruas daerah pengaliran sungai.

86. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebamya

proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, paling rendah 100

(seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

87. Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Bantenyang selanjutnya disebut

KP3B merupakan kawasan pusat pemerintahan yang ditetapkan sebagai

kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi Provinsi

Banten.

88. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat

TKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung

pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup, Peran, dan Fungsi

Paragraf 1
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Paragraf 1

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup RTRW, meliputi :

a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;

b. rencana struktur ruang Wilayah yang meliputi sistem pusat kegiatan dan

sistem jaringan prasarana kawasan;

c. rencana pola ruang wilayah yang meliputi kawasan lindung dan kawasan

budi daya;

d. rencana kawasan strategis kota yang meliputi kawasan strategis dari

sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi,kawasan strategis dari sudut

kepentingan sosial dan budaya, sertakawasan strategis dari sudut

kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

e. arahan pemanfaatan ruang wilayah yang terdiri dari indikasi program

utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan

waktu pelaksanaan;dan

f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang berisi arahan

peraturan zonasi kawasan, arahan ketentuan perizinan, arahan ketentuan

insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Paragraf 2

Peran

Pasal 3

RTRW berperan sebagai pedoman untuk :

a. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah;

b. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan

antarwilayah serta keserasian antarsektor;

c. pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah

dan/atau masyarakat; dan

d. penataan ruang wilayah yang merupakan dasar dalam pengawasan

terhadap perizinan lokasi pembangunan.

Paragraf 3
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Paragraf 3

Fungsi

Pasal 4

RTRW berfungsi sebagai:

a. matra keruangan dari pembangunan wilayah;

b. dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang;

c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan, antarkawasan,

keserasian antarwilayah daerah sekitarnya, dan antarsektor;

d. pedoman untxik pen3msunan rencana rinci tata ruang; dan

e. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan dan

pengembangan wilayah.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 5

(1) Tujuan penataan ruang untuk mewujudkan daerah sebagai pusat

pelayanan perdagangan dan jasa, pendidikan, dan pariwisata reUgi di

Provinsi Banten yang produktif dan berkelanjutan serta meningkatkan

dan mendukung potensi investasi sebagai PKN.

(2) Lingkup wilayah penataan ruangmerupakan wilayah administrasi

dengan luas keseluruhan 26.618 (dua puluh enam ribu enam ratus

delapan belas) hektar yang mencakup 6 (enam) kecamatan :

a. Kecamatan Serang;

b. Kecamatan Cipocokjaya;

c. Kecamatan Curug;

d. Kecamatan Taktakan;

e. Kecamatan Walantaka; dan

f. Kecamatan Kasemen.

(3)WiIayah
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(3) Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara

geografis dibatasi oleh:

a. Utara : Teluk Banten,Laut Jawa;

b. Timur : Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang;

c. Barat : Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang; dan

d. Selatan : Kecamatan Baros, Kabupaten Serang.

Bagian Kedua

Kebijakan

Pasal 6

Kebijakan penataan ruang meliputi:

a. pengembangan pusat kegiatan secara merata dan berhierarki;

b. penetapan fungsi pusat pelayanan secara spesifik dan memiliki

hierarki tingkat pelayanan;

c. pengembangan kawasan permukiman pada pusat pertumbuhan yang

dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang;

d. pengembangan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten;

e. pengembangan fasilitas pendidikan regional;

f. penyediaan sarana dan prasarana penunjang di pusat kegiatan dan

antar pusat kegiatan sesuai standar yang berlaku;

g. peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan basis ekonomi melalui

sektor perdagangan, jasa, pendidikan, dan pariwisata;

h. pengembangan kawasan budi daya yang memiliki nilai ekonomi yang

berskala regional dan nasional;

i. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui

dayadukung dan daya tampimg lingkungan;

j. pelaksanaan konservasi kawasan lindung dan sumber daya air untuk

keseimbangsm ekologi;

k. pengembangan dan penataan wisata religi Banten Lama;

1. pengembangan konsep ekowisata terhadap potensi kawasan wisata

alam;

m. pengelolaan dan penataan ruang untuk sektor informal;

n. penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana;

o. penyediaan pedestrian di pusat kota;

p.penetapan
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p. penetapan RTH sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari luas

wilayah;dan

q. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan

Negara.

Bagian Ketiga

Strategi

Pasal 7

(1) Strategi pengembangan pusat kegiatan secara merata dan berhierarki

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

a. menetapkan pusat pelayanan;

b. mengembangkan sub pusat pelayanan secara merata;

c. mengembangkan pusatlingkungan yang melayani skala lingkungan

wilayah secara proporsional;

d. menghubungkan antar sub pusat pelayanan dan antara sub pusat

pelayanan dengan pusat kota;

e. mendukung pusat pelayanan dan sub pusat pelayanan secara

berimbang;

f. mengembangkan sentrabudi daya yang mendukung pelayanan skala

pusat pelayanan dan sub pusat pelayanan;

g. mengembangkan jaringan pusat pelayanan, sub pusat pelayanan, dan

pusat lingkungan;

h. mendorong pembangunan dan pengembangan pusatlingkungan yang

selaras dan seimbang;

i. mengembangkan kegiatan pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan /

atau administrasi masyarakat pada sub wilayah secara merata; dan

j. mengembangkan sektor potensial untuk mendorong peningkatan

investasi dan pendapatan masyarakat.

(2) Strategi penetapan fungsi pusat pelayanan secara spesifik dan

memilikihierarki tingkat pelayanan sebagadmana dimaksud dalam Pasal 6

huruf b meliputi:

a. menentukan hierarki pusat kegiatan pelayanan skala regional danlokal

yang mencakup pusat kegiatan pelayanan sosial, komersial, dan pusat

kegiatan wisata;

b.membagi
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b. membagi pusat kegiatan pelayanan menjadi 5 (lima) bagian wilayah;

c. menempatkan fasilitas sosial dan ekonomi pada pusatkegiatan sesuai

dengan jangkauan pelayanan secara merata;

d. mendistribusikan pemanfaatan ruang terbangun pada pusat kegiatan

secara merata untuk mencegah kawasan permukiman padat; dan

e. mengendalikan perkembangan pusat-pusat kegiatan agar tetap teijadi

keseimbangan perkembangan antar wilayah.

(3) Strategi pengembangan kawasan permukiman pada masing-masing pusat

pertumbuhan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang

sebagaimgina dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

a. menata permukiman kumuh;

b. mengembangkan perumahan bagi masyarakat kurang mampu;

0. merencanakan infrastruktur permukiman secara terpadu; dan

d. mengembangkan kawasan permukiman yang partisipatif.

(4) Strategi pengembangan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

a. mendukung pembangunan KP3B;

b. merencanakan tata ruang pada kawasan sekitar pusat pemerintahan;

c. mendukung pengembangan jaringan jalan yang menuju KP3B; dan

d. mengantisipasi pertumbuhan kegiatan-kegiatan yang tidak terkendali.

(5) Strategi pengembangan fasilitas pendidikan regional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:

a. merencanakan persebaran sarana pendidikan berdasarkan skala

pelayanannya;

b. mendukung pengembangan sarana pendidikan dan kawasan

perguruan tinggi; dan

c. mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung fasilitas

pendidikan regional.

(6) Strategi penyediaan sarana dan prasarana penunjang di pusat-pusat

kegiatan dan antar pusat kegiatan sesuai standar yang

berlakusebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi:

a. Mengembangkan sistem prasarana utama berupa jaringan transportasi

jalan dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan

sub pusat pelayanan kota, dengan upaya:

1. mengatur rute arus pergerakan/lalu lintas melalui regulasi

pemerintah daerah, berupa pengembangan jaringan pelayanan

angkutan
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angkutan masal dan jaringan lintas angkutan barang serta

pengalihan rute pada jam-jam khusus untuk menghindari

penumpukan jumlah pergerakan;

2. merevitalisasi fungsi-fungsi jalan untuk kesesuaian antara kondisi

fisik dengan persyaratan pada masing-masing fungsi jaringan jalan;

3. meningkatkan kapasitas ruas jalan utama; dan

4. meningkatkan akses melalui pengembangan jalan-jalan lingkar

utara selatan dan peningkatan kapasitas jaringan jalan dalam

rangka memperlancar arus lalu lintas.

b. mengembangkan sarana transportasi, dengan upaya:

1. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan angkutan umum;

2. meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas penunjang

beroperasinya sarana transportasi; dan

3. mengembangkan pelayanan angkutan umum massal.

c. mengembangkan prasarana transportasi, dengan upaya:

1. meningkatkan dan memperbaiki kualitas sarana dan prasarana

terminal penumpang tipe A, tipe B dan Tipe C; dan

2. membangun dan mengembangkan lokasi pelayanan uji kendaraan

bermotor.

d. mengembangkan sarana penunjang jalan, dengan upaya:

1. menambah sarana penunjang jalan;

2. meremajakan dan memperbaharui kembali sarana-sarana

penunjang jalan yang telah rusak atau mengaJami penurunan

kualitas fisik;

3. mengoptimalisasikan keberadaan sempadanjalur kereta api; dan

4. membangun jalur khusus sepeda pada ruas jalur jalan utama dan

kawasan pusat perdagangan.

e. mengembangkan sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan dengan

upaya:

1. mengembangkan dan menyediakan tenaga listrik yang memenuhi

standar mutu dan keandalan ke seluruh wilayah perkotaan;

2. membangun instalasi baru, pengoperasian instalasi penyaluran

dan peningkatan jaringan distribusi, dan pengoptimalan sumber-

sumber tenaga listrik;

3. mendorong peningkatan jaringan listrik ke seluruh wilayah

perkotaan;

4.mengembangkan
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4. mengembangkan sumber daya energi secara optimal dan efisien

dengan memanfaatkan sumber energi domestik serta energi yang

bersih, ramah lingkungan dan teknologi yang efisien ke seluruh

wilayah perkotaan; dan

5. menyelaraskan pengembangan pelayanan listrik yang disesuaikan

dengan pengembangan perumahan dan kebutuhannya.

f. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi, dengan upaya:

1. mendorong peningkatan kualitas sambungan telepon dengan

perbaikan kabel telepon dan perluasan jaringan telepon yang

diutamakan pada kawasan komersial, industri, fasilitas umum,

dan penmikiman;

2. menempatkan hot spot yang diarahkan pada ruang publik utama

di pusat kota, pendidikan, dan perkantoran; dan

3. menetapkan pemanfaatan menara bersama dalam penyediaan

antena telekomunikasi.

g. mengembangkan sistem jaringan sumber daya air, dengan upaya:

1. memperbaiki/normalisasi saluran irigasi;

2. meningkatkan jaringan irigasi untuk pertanian;

3. memperbaiki bangunan air yang berada pada badan air; dan

4. mengoptimalisasikan keberadaan sempadan bangunan air.

h. mengembangkan sistem penyediaan air minum, dengan upaya:

1. mengembangkan sistem jaringan air bersih yang siap minum;

dan

2. melindungi sumber mata air dan membuat sumur atau pompa

yang memanfaatkan air tanah secara terbatas.

i. mengembangkan sistem pengelolaan air limbah, dengan upaya:

1. mengolah limbah domestik dengan on site system diarahkan

dengan sumur resapan kemudian dialirkan ke saluran

pematusan dan melalui penggunaanlnstalasi Pengolahan Air

Limbah Terpadu di Kecamatan Kasemen; dan

2. mengolah limbah industri dengan Instalasi Pengolahan Air

Limbah.

j. mengembangkan sistem persampahan, dengan upaya:

1. memperbaiki sistem pengangkutan persampahan dan penyediaan

sarana prasarana penunjang;

2.menata
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2. menata kembali lahan yang telah menggunakan sistem open

dumpingmenjadi sistem sanitary landfill; dan

3. meningkatkan pelayanan dan optimalisasi snmber daya yang ada

melalui peningkatan peran masyarakat.

k, mengembangkan sistem drainase, dengan upaya:

1. menurunkan debit limpasan dengan pembuatan bangunan resapan

air;

2. memperbaiki dan/atau normalisasi saluran drainase; dan

3. membuat sodetan pada saluran drainase yang memiliki tingkat

genangan tinggi.

(7) Strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan basis ekonomi melalui

sektor perdagangan, jasa, pendidikan, dan parivsdsata sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf g meliputi:

a. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa skala regional;

b. mengembangkan potensi-potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

c. mendukung pengembangan sarana pendidikan tinggi; dan

d. mengembangkan potensi pariwisata.

(8) Strategi pengembangan kawasan budi dayayang memiliki nilai ekonomi

yang berskala regional dan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

huruf h meliputi:

a. mengembangkan sektor perdagangan dan jasa yang siap melayani

kegiatan regional dan nasional;

b. mengembangkan kawasan peruntukan industri dalam rangka

menunjang fungsi pelabuhan dan kawasan peruntukan industri di

Wilayah Kabupaten Serang;

c. mengoptimalkan fungsi kawasan budi dayapada pusat Kota; dan

d. mendukung pengembangan kawasan sistem terpadu Provinsi Banten.

(9) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak

melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf i meliputi:

a. menyusun rencana detail dan rencana teknis tata ruang kawasan;

b. mensmsun kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang; dan

0. membatasi perkembangan kegiatan budi daya pada wilayah bagian

selatan dan utara.

(10) Strategi pelaksanaan konservasi kawasan lindung dan sumber daya air

untuk.
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untuk keseimbangan ekologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf

j meliputi:

a. menjaga kelestarian cagar alam Pulau Dua;

b. memantapkan kawasan lindung dengan menjaga dan mengembalikan

fungsi kawasan;

c. membatasi kegiatan di kawasan lindimg yang telah digunakan;

d. mengarahkan pemanfaatan kawasan lindung wilayah kegiatan jalur

hijau dan RTH;

e. mengarahkan orientasi pembangunan sepanjang sungai dengan

menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan;

f. memantapkan kawasan resapan air dengan meningkatkan populasi

vegetasi di kawasan lindung sesuai dengan fungsi kawasan;

g. mengamankan kawasan lindung dari kegiatan yang cenderung

men^anggu penggunaan kawasan tersebut;

h. mendorong pemanfaatan kawasan lindung yang tidak mengganggu

sistem ekologi yang telah beijalan;

i. meningkatkan keija sama antar instansi pemerintah yang berwenang

dalam penyelen^araan kegiatan yang bertujuan kelestarian dan

keberlanjutan kawasan lindung;

j. meningkatkan keija sama antar daerah otonom yang berbatasan,

khususnya terkait DAS; dan

k. mendorong dan meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat

terhadap kelestarian kawasan lindung.

(11) Strategi pengembangan dan penataaan wisata religiBanten Lama

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k meliputi;

a. merehabilitasi dan menata kawasan cagar budaya Banten Lama

sebagai kawasan cagar budaya sesuai dengan kewenangannya;

b. mempertahankan dan melestarikan delineasi kawasan cagar budaya

Banten Lama sesuai dengan kewenangannya;

c. mengamankan Situs cagar budaya Kawasan Banten Lama sesuai

dengan kewenangannya; dan

d. mengembangkan atraksi dan sarana serta prasarana pariwisata

sesuai dengan kewenangannya.

(12) Strategi pengembangan konsep ekowisata terhadap potensi-potensi

kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf 1

meliputi:

a. mengembangkan
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a. mengembangkan kawasan penyangga di sekitar cagar alam yang

dapat dimanfaatkan sebagai kawasan wisata dan RTH;

b. mengembangkan kawasan ekowisata; dan

c. mengembangkan rute wisata di Daerah.

(13) Strategi pengelolaan dan penataan ruang untuk sektor informal

sebagaimana dimaksud daiam Pasal 6 huruf m meliputi:

a. mengembangkan dan menata kawasan Royal dan Pasar Lama;

b. mengembangkan dan menata sektor informal di lingkungan Pasar

Induk Rau dan pasar tradisional yang ada di Daerah;

c. menata dan mengelola sektor informal di kawasan cagar budaya

Banten Lama;

d. mengatur persebaran pedagang pada wilayah tertentu sesuai dengan

jenisnya;

e. mengembangkan kemitraan antara sektor formal dengan sektor

informal; dan

f. menetapkan regulasi keberadaan sektor informal.

(14) Strategi penyediaan ruang dan jalur evaikuasi bencana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf n meliputi:

a. mengidentifikasi kawasan rawan bencana;

b. merencanakan jalur evakuasi bencana; dan

c. menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana.

(15) Strategi penyediaan pedestrian di pusat kota sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 huruf o meliputi:

a. mengembangkan jalxir pedestrian sepanjang jalur utama; dan

b. mengembangkan jalur pedestrian pada kawasan pendidikan,

pariwisata, perdagangan, dan jasa yang dilengkapi dengan sarana dan

prasarana penunjang lainnya.

(16) Strategi penetapan RTH seluas 30% (tiga puluh perseratus) dari luas

wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf p meliputi:

a. menyediakan RTH Privat dengan luas paling sedikit 10% (sepuluh

perseratus) dari luas kawasan terbangun;

b. menyediakan RTH Publik dengan luas paling sedikit 3.043 ha (tiga

ribu empat puluh tiga hektar) dari kawasan terbangun;

c. melakukan pengadaan lahan untuk dijadikan RTH;

d. mewajibkan pengembang perumahan untuk menyerahkan fasilitas

RTH nya menjadi RTH publik;

e.menata
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e. menata dan menyediakan RTH sesuai fungsinya;

f. membangun RTH pada mas jalan utama;

g. membangun RTH pada lokasi fasilitas umum;

h. membangun RTH pada sempadan sungai, sempadan jaringanjalur

kereta api, sempadan jaringan SUTT dan SUTET;

i. menghijavikan halaman mmah, perkantoran, dan perdagangan; dan

j. menjalin keijasama dengan pihak swasta dalam penyediaan dan

pengelolaan RTH.

(17) Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan Negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf q meliputi:

a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi

khusus pertahanan dan keamanan;

b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di

sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan

dan keamanan sesuai dengan kewenangannya;

c. mengembangkan kawasan lindung dan atau kawasan budi daya tidak

terbangun di sekitar kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus

pertahanan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan

kawasan strategis nasional dengan budi daya terbangun; dan

d. tumt serta memelihara dan menjaga aset pertahanan.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

(1) Rencana stmktur mang wilayah meliputi:

a. Pusat kegiatan di wilayah; dan

b. Sistem jaringan prasarana.

(2) Pusat kegiatan di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf a

meliputi:

a. Pusat Pelayanan;

b. Sub Pusat Pelayanan; dan

c. pusat
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c. Pusat Lingkungan

(3) Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi:

a. Sistem jaringan transportasi;

b. Sistem jaringan energi;

c. Sistem jaringan telekomunikasi

d. Sistem jaringan sumber daya air; dan

e. Sistem infrastruktur perkotaan.

(4) Peta Rencana Struktur Huang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun dengan ketelitian 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pusat Pelayanan

Pasal 9

(1) Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a

meliputi kawasan pusat Kota, yaitu Kecamatan Serang dengan lingkup

wilayah pelayanan Kecamatan Serang dan Kecamatan Cipocok Jaya

dengan fungsi primer pemerintahan, pendidikan, perdagangan, jasa, dan

fungsi sekunder perumahan serta pariwisata buatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Sub Pusat Pelayanan

Pasal 10

(1) Sub Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf

b, meliputi:

a. Sub Pusat di Kelurahan Kasemen, yang melayani Kecamatan

Kasemen, diarahkan mempunyai fungsi primer sebagai pariwisata

religi dan pariwisata lainnya, pertanian berkelanjutan, perdagangan

dan jasa, industri, serta fungsi sekunder perumahan;

b.sub pusat
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b. Sub Pusat di Kelurahan Taktakan, yang melayani Kecamatan

Taktakan, diarahkan mempunyai fungsi primer sebagai resapan air,

agribisnis dan fungsi sekunder perumahan, perdagangan dan jasa

dan militer;

c. Sub I\isat di Kelurahan Walantaka, yang melayani Kecamatan

Walantaka, diarahkan mempunyai fungsi primer perumahan,

perdagangan dan jasa, industri; dan

d. Sub Pusat di Kelurahan Sukajaya, yang melayani Kecamatan Curug,

diarahkan mempunyai fungsi primer sebagai pemerintahan,

pendidikan, perdagangan dan jasa, perumahan, dan fungsi sekunder

pariwisata buatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sub Pusat Pelayanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Pusat Lingkungan

Pasal 11

Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c,

meliputi:

a. Kecamatan Kasemen berada di Kelurahan Kasunyatan;

b. Kecamatan Curug berada di Kelurahan Kemanisan;

c. Kecamatan Walantaka berada di Kelurahan Nyapah;

d. Kecamatan Taktakan berada di Kelurahan Cilowong;

e. Kecamatan Cipocok Jaya berada di Kelurahan Gelam; dan

f. Kecamatan Serang berada di Kelurahan Kaligandu.

Bagian Kelima

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 12

(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat(3) huruf a terdiri atas:

a. sistem
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a. Sistem jaringan transportasi darat; dan

b. Sistem jaringan transportasi laut.

(2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a yang akan dikembangkan di Daerah yaitu jaringan jalan yang

meliputi:

a. jaringan jalan nasional yang ada daiam wilayah, meliputi:

1. Pengembangan jalan Arteri Primer, meliputi:

a) Jalan Raya Serang (Cilegon);

b) Jalan Raya Cilegon (Serang);

c) Jalan Letnan Jidun (Serang);

d) Jalan TB. Suwandi (Serang);

e) Jalan Abdul Hadi (Serang);

f) JsJan KH. Abdul Fatah Hasan (Serang);

g) Jalan Sudirman (Serang); dan

h) Jalan Raya Serang (Tangerang).

2. Pengembangan Jalan Tol:

a) Jalan tol Merak-Serang-Tangerang-Jakarta; dan

b) Jalan tol Serang-Panimbangyang melewati Kelurahan

Pabuaran dan Kelurahan Pangampelan di Kecamatan

Walantaka.

3. Pengembangan dan Peningkatan Jalan Kolektor Primer Satu

(JKP-1) Jalan RayaPandeglang (Serang).

b. Pengembangan jaringan jalan provinsi, meliputi jalan Kolektor

Primer Dua (JKP-2), meliputi:

1. Jalan Pakupatan-Palima;

2. Jalan Ciruas -Petir;

3. Jalan Lopang -Banten Lama;

4. Jalan akses pelabuhan karangantu;

5. Jalan Trip Jamaksari;

6. Jalan A5np Usman;

7. Jalan A.Yani;

8. Jalan Veteran;

9. Jalan KH. Sam'un;

10. Jalan Mayor Safe'i;

11. Jalan Raya Cilegon;

12. Jalan Tb. A Khatib;

13. Jalan
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13. Jalan Yusuf Martadilaga;

14. Jalan Sempu- Dukuh Kawung;

15. Jalan Simpang Taktakan-Gunung Sari;

16. Jalan Baru Exit Tol Bom - Cikeusal;

17. Jalan Bam Banten Lama - Tonjong;

18. Jalan Terate- Banten Lama; dan

19. Jalan Banten Lama Pontang.

Pengembangan jaringan jalanyang menjadi kewenangan Daerah,

yaitu jalan sekunder di dalam wilayah, meliputi:

1. Pengembangan jalan Arteri Sekunder, meliputi:

a) Jalan Diponegoro; dan

b) Jalan Mayor Safe'i.

2. Pengembangan jalan Kolektor Sekunder, terdiri atas:

a) Jalan Bhayangkara;

b) Jalan Miabon - Cidadap;

c) Jalan KH. Sochari;

d) Jalan A. Latif;

e) Jalan Sama'un Bakri;

f) Jalan Ciwam Raya;

g) Jalan Pasar Rawu - Trip Jamaksari ;

h) Jalan Ki. Mas Jong;

i) Jalan Hasanudin;

j) Jalan Heo Tamaya;

k) Jalan Kaligandu - Terondol;

1) Jalan Terondol - Priyayi;

m) Jalan Pakupatan - Kaligandu;

n) Ruas Jalan Kalodran - Jengkol;

o) Ruas Jalan Bendung - Mesjid Priyayi;

p) Ruas Jalan Mesjid Priya)^ - Kasemen;

q) Ruas Jalan Keganteran - Taman;

r) Ruas Jalan Taman - Umbul Tengah;

s) Ruas Jalan Umbul Tengah - Soyog;

t) Ruas Jalan Soyog - Cilowong;

u) Ruas Jalan Cilowong - Sayar;

v) Ruas Jalan Sayar - Pabuaran;

w) Ruas Jalan Palima - Andemoi - Cumg;

x)Ruas
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x) Ruas Jalan Curug - Cisangku;

y) Ruas Jalan Ciwiru - Lipatik; dan

z) Ruas Jalan Lipatik - Kalodran.

Pengembangan Jalan Lokal Sekunder, meliputi:

a) Jalan Pakupatan-Bendung;

b) Jalan Kemang Cipocok;

c) Jalan Karundang-Dalung;

d) Jalan Cigintung Dalung;

e) Jalan Tembong-Kepuh;

f) Jalan Pakel-Babakan;

g) Jalan Ciracas-Cibarang;

h) Jalan Kubil;

i) Jalan Ciloang-Kelebut;

j) Jalan Cipocok-Karundang;

k) Jalan Sumurputat-Pulojajar;

1) Jalan Ciracas-Dalung;

m) Jalan Sayabulu-Dalung;

n) Jalan Susukan-Turus;

o) Jalan Nancang-Pamupukan;

p) Jalan Cilaku-Jeranak;

q) Jalan Celincing-Pule;

r) Jalan Cigintung-Sayar;

s) Jalan Cilowong-Sayar;

t) Jalan Taktakan-Cokopsulanjana;

u) Jalan Rancatales-Taktakan;

v) Jalan Taman-Taktakan;

w) Jalan Cadika-Sayar;

x) Jalan Ciracas-Cigintung;

y) Jalan Cadika-Kamlaka;

z) Jalan Cilowong-Gedeg;

aa) Jalan Kuranji-Sepang;

bb) Jalan Kamalaka-Pan^ungjati;

cc) Jalan Gedeg-Panggungjati;

dd) Jalan Jakung-Gedeg;

ee) Jalan Taman Keganteran;

ff) Jalan Trumbu-Sawahluhur;

gg)Jalan.
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Jgdan Priyayi-Trumbu;

hh) Jalan Kasemen-Priya}^;

ii) Jalan Priyayi-Bendung;

jj) Jalan Cobomo-Trumbu;

kk) Jalan Kasemen-Wamngjaud;

11) Jalan Kasemen-Margasana;

mm) Jalan Kroya-Pamengkang;

nn) Jalan Kasemen-Tasikardi;

oo) Jalan Cibening-Cibomo;

pp) Jalan Kemanisan-Tinggar;

qq) Jalan Cipete-Nyapah;

rr) Jalan Curug-Cisangku;

ss) Jalan Curug-Sukawana;

tt) Jalan Kalodran-Jengkol;

uu) Jalan Ciwandan-Cibomo;

w) Jalan Ampel-Nambo;

ww) Jalan Nyapah-Gandul;

xx) Jalan Nyapah-Silebu;

yy) Jalan Tegalkembang-Bendimg;

zz) Jalan Pipitan-Sait Bendung;

aaa) Jalan Cidadap-Walantaka;

bbb) Jalan Silebu Ampel;

ccc) Jalan Warudoyong-Silebu;

ddd) Jalan Maulana Yusuf;

eee) Jalan Tirtayasa; dan

fR) Jalan Sudirman - Bogeg.

4. Rencana pengembangan jaringam sungai, danau, dan penyeberangan,

meliputi:

a) Pengembangan pelayanan angkutan penyeberangan yang

melayani pulau-pulau berpenghuni, yaitu Karangantu - Pulau

Tunda, Karangantu - Pulau Panjang;

b) Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu di

Kecamatan Kasemen;

c) Pengembangan dan/atau pembangunan Pelabuhan

penyeberangan kelas III di Kecamatan Kasemen; dan

d. Rencana
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d) Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang

angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

5. Rencana pengembangan jaringan transportasi darat lainnya di

Daerah, meliputi:

a) Pengembangan interchange jalan tol di Kelurahan Banjaragung

Kecamatan Cipocok Jaya;

b) Pengembangan Jalan Kolektor sekunder berupa jalan lingkar

meliputi, Kalodran - Jengkol, Bendung - Mesjid Priyayi, Mesjid

Priyayi - Kasemen, Keganteran - Taman, Taman - Umbul Tengah,

Umbul Tengah - Soyog, Soyog - Cilowong, Cilowong - Sayar,

Saygir - Pabuaran, Palima - Andemoi - Curug, Curug - Cisangku,

Ciwiru - Lipatik, Lipatik - Kalodran;

c) Pembangunan jalan baru untuk mendukung konektivitas

keruangan dan perkembangan wilayah Provinsi Banten melalui

pembangunan:

1) Jalan Baru Exit Tol Boru-Cikeusal;

2) Jalan Baru Palima Baros;

3) Jalan Baru Lingkar Luar Selatan Sergmg;

4) Jalan Baru Lingkar Dalam Selatan Serang;

5) Jalan Baru Lingkar Luar Utara Serang; dan

6) Jalan Baru Banten Lama - Tonjong.

d) Pengembangan Jalan Gerbang Tol Serang Timur - KP3B;

e) Pengembangan simpang sebidang dan tidak sebidang;

f) Rencana pembangunan dan / atau pengembangan jalan

prospektif; dan

g) Rencana pengembangan dan pembangunan jaringan prasarana

transportasi darat lainnya di Daerah untuk mendukung

konektivitas lokal maupun regional sebagai berikut:

1) Pengembangan Terminal Penumpang Tipe A di Kecamatan

Cipocok Jaya;

2) Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B di Kecamatan

Curug;

3) Pembangunan dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe

C di Kecamatan, Serang, Kecamatan Cipocok Jaya,

Kecamatan Curug, Kecamatan Taktakan, Kecamatan

Kasemen dan Kecamatan Walantaka;

4)Pembangunan
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4) Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api (KA) Antarkota

Lintas Serang - sepanjang jalan tol - Balaraja;

5) peningkatan pelayanan sarana dan prasarana Stasiun

Penumpang Serang di Kecamatan Serang;

6) Pengembangan angkutan lintas kota Merak - Cilegon - Serang

- Rangkasbitung- Serpong - Tanah Abang; dan

7) Peningkatan Jaringan Jaliir Kereta Api Antarkota lintas

Cilegon - Serang - Pandeglang - Rangkasbitung.

8) Rencana pembangunan Transit Oriented Development di

Daerah.

(3) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi:

a. rencana pengembangan Pelabuhan Karangantu di Kecamatan

Kasemen sebagai Pelabuhan Pengumpan Regional dan Pelabuhan

Pengumpul; dan

b. rencana pengembangan pelayanan sarana dan prasarana pelabuhan

laut dan penyeberangan perintis yang melayani pulau-pulau kecil

dan terisolir.

(4) Arahan pengembangan jaringan jalan terdiri atas prasarana jalan

umum yang dinyatakan dalam status dan fungsi jalan, serta prasarana

terminal penumpang jalan.

(5) Arahan pengembangan jaringan jalan meliputi arahan pengembangan

bagi jalan nasional jalan tol, jalan nasional bukan jalan tol, jalan

provinsi, jalan lintas selatan, jalan lintas/tembus kabupaten, dan jalan

lingkar.

(6) Arahan pengembangan sistem angkutan umum massal meliputi:

a. Pengembangan transportasi massal berupa kereta api lintas

Ciseparang (Cilegon-Serang-Pandeglang-Rangkasbitung);

b. Pembangunan angkutan massal cepat terpadu berbasis rel dari

wilayah timur ke wilayah barat yaitu Cikarang - Jakarta - Balaraja -

Serang;

c. Rencana pengembangan sistem angkutan massal berbasis Bus Rapid

Transit; dan

d. Rencana pengembangan kawasan berorientasi transit di Daerah.

(7) Peta rencana sistem jaringan transportasi disusun dengan ketelitian

1:25.000
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1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Sistem Jaringan Energi

Pasal 13

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)

huruf b meliputi:

a. pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;

b. pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik

dan sarana pendukungnya; dan

c. pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi.

(2) Pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi rencana pembangunan

pembangkit listrik dengan sumber energi baru dan terbarukan

lainnya.

(3) Pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan

sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi:

a. perencanaan pengembangan Gardu Induk di Kecamatan Serang;

b. rehabilitasi Jaringan Transmisi listrik Pantai Utara Jawa yang

melayani PKN Serang;

c. pengembangan jaringan SUTE^T yang melewati Kecamatan

Walantaka, Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan Taktakan,

Kecamatan Serang;

d. pengembangan jaringan SUTT yang melewati Kecamatan Curug,

Kecamatan CipocokJaya, Kecamatan Serang;

e. pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah yang

melewati Kecamatan Walantaka, Kecamatan Cipocok Jaya,

Kecamatan Serang, dan Kecamatan Kasemen;

f. pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah yang

melewati Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan

Serang;

g. pengembangan
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g. pengembangan jaringan SUTTAS dan Saluran Udara dan atau

Kabel Ams Searah yang melewati Kecamatan Taktakan; dan

h. pengembangan sistem distribusi 20KV pada daerah yang belum

mendapatkan aliran listrik.

(4) Pengembangan jaringan infrastmktur minyak dan gas bumi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. pengembangan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi

Serang-Cilegon-Cikampek-Bandung untuk melayani PKN Serang;

b. pengembangan sarana dan prasarana migas di jalur Cilegon-

Serang-Tangerang; dan

c. pengembangan Energi Altematif bagi masyarakat melalui

pendistribusian gas melalui perpipaan.

(5) Peta rencana sistem jaringan listrik disusun dengan ketelitian

1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) sebagaimana

tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Sistem Jaringan Telekomimikasi

Pasal 14

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (3) huruf c meliputi rencana jaringan tetap dan bergerak seluler.

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan

tetap yang men^unakan sistem kabel diarahkan mengikuti jaringan

jalan di seluruh wilayah.

(3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa

menara base transceiver station, diarahkan untuk melayani seluruh

Kecamatan.

(4) Pengembangan sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengembangan sistem kabel, seluler, dan satelit;

b. rencana pembangunan dan/atau pengembangan pusat kendali

kota/ command center;

c. rencana
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c. rencana penempatan kamera pengintai di seluruh kecamatan

dalam pemantauan kegiatan umum masyarakat;

d. rencana pembangunan sistem jaringan tetap berupa seratoptik

dengan wilayah yang berbatasan;

e. rencana pengembangan transmisi penyiaran; dan

f. penataan dan pengendalian jaringan bergerak seluler untuk

keterpaduan penggunaan tower bersama sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(5) Arahan pengembangan sarsina dan prasarana jaringan telekomunikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hams dialokasikan pada suatu

titik-titik tertentu secara terpadu sesuai dengan perencanaan.

(6) Peta rencana sistem jaringantelekomunikasidisusun dengan ketelitan

1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang mempakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,

Bagian Kedelapan

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (3) humf d meliputi:

a. sistem jaringan sumber daya air lintas wilayah;

b. sistem jaringan sumber daya air di Daerah; dan

c. sistem jaringan irigasi.

(2) Pengelolaan sistem jaringan sumber daya air lintas wilayah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) humf a, meliputi:

a. rencana pembangunan infrastmktur pengendalian banjir bempa

pembangunan embung, kolam retensi, dan penataan drainase di

Kecamatan Serang, Kecamatan Cipocok, Kecamatan Walantaka,

Kecamatan Kasemen;

b. rencana pembangunan sistem jaringan sumber daya air dari bendungan

Sindangheula, Kabupaten Serang; dan

c. penetapan zona pemntukan DAS berdasarkan tipologi simgai.

(3) Pengelolaan
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(3) Pengelolaan sistem jaringan sumber daya air di Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. pengembangan dan pemeliharaan sumber air baku dari Danau Ciwaka,

Sungai Cibanten dan sungai-sungai yang aimya dapat dimanfaatkan

secara langsung dan dikembangkan untuk berbagai kepentingan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pengembangan rencana pemeliharaan Cekungan Air Tanah Serang-

Tangerang; dan

(4) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu:

a. jaringan irigasi primer;

b. jaringan irigasi sekunder; dan

c. Jaringan irigasi primer dan sekunder mencakup seluruh Kecamatan.

(5) Jaringan irigasi primer dan skunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

mencakup seluruh Kecamatan.

(6) Pengelolaan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c, meliputi:

a. Penanganan dan perlindungan terhadap Daerah Irigasi Cibanten;

b. Penanganan dan perlindungan terhadap Daerah Irigasi Ciwaka Bawah;

dan

c. Penangangan dan perlindungan terhadap Daerah Irigasi Cikarang Udik.

Bagian Kesembilan

Sistem Infrastruktur Perkotaan

Pasal 16

Sistem infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)

huruf e meliputi:

a. sistem penyediaan air minum;

b. sistem pengelolaan air limbah;

c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;

d. sistem jaringan persampahan;

e. sistem jaringan evakuasi bencana;

f. sistem drainase; dan

g. sistem jaringan pejalan kaki.

Pasal 17
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Pasal 17

(1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

humf a merupakan sistem pelayanan yang meliputi pengembangan

sumber daya air permukaan dan sumber air tanah yang dikembangkan

dengan penyediaan air minum melalui sistem perpipaan di seluruh

Kecamatan.

(2) Rencana pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pemanfaatan dan pengelolaan air kapasitas air minum dari pihak lain;

b. pemanfaatan dan pengelolaan air dari danau ciwaka atau waduk

pangampelan;

c. pemanfaatan sumber air baku dari air permukaan di sungai Cibanten;

d. pengembangan sumber airtanahuntukair minum dengan

melakukan penurapan mata air dan membangun sumur bor, serta

pencegahan pencemaran pada cekungan air tanah;

e. pengembangan dan peningkatan reservoir air di seluruh kecamatan;

f. pengembangan dan peningkatan bangunan pengolah air minum di

seluruh kecamatan;

g. pengembangan terminal air untuk kawasan yang belum terlayani

jaringan perpipaan;dan

h. pengembangan pemanfaatan pengolahan air hujan.

(3) Peta rencana sistem penyediaan air minum disusun dengan ketelitian

1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum

dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

(1) Rencana sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 huruf b berupa sistem pembuangan air limbah rumah tangga di

seluruh Kecamatan, meliputi:

a. pengolahan air limbah domestik berupa lumpur tinja secara terpusat

diarahkan pada skala perumahan dan/atau kelurahan melalui

jaringan perpipaan;

b. penanganan
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b. penanganan limbah padat rumah tangga dilakukan melalui optimalisasi

penyediaan tangki septik/ septic tank individu pada setiap rumah;

c. pengembangan jaringan perpipaan air limbah kolektif bagi wilayah

yang tidak terlayani saluran air limbah terpusat di kawasan

perumahan, dengan prioritas di kawasan permukiman kumuh dan

kawasan perumahan kepadatan tinggi;

d. pencegahan pemanfaatan sungai untuk pembuangan limbah domestik

maupun nondomestik;

e. peningkatan kepedulian masyarakat dalam menjaga sungai dan

lingkungan sekitamya dari pencemaran limbah; dan

f. pengembangan sistem instalasi pengolahan air limbah pada kegiatan

perdagangan dan jasa.

(2) Peta rencana sistem pengelolaan air limbah disusun dengan ketelitian

1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Rencana Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi:

a. penyediaan infrastruktur khusus yang menunjang pengelolaan limbah

bahan berbahaya dan beracun di Kecamatan Taktakan;

b. pembangunan instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun

termasuk limbah medis dilaksanakan dengan teknologi dan metode

pemrosesan yang sesuai dengan peraturan perundangan; dan

c. pengelolaan bahan berbahaya dan beracun setiap kawasan atau kegiatan

industri harus memiliki lembaga internal yang bertanggung jawab atas

pengelolaannya dan bertan^ung jawab terhadap Perangkat daerah yang

membidangi Lingkungan Hidup.

Pasal 20

(1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

huruf d meliputi:

a. pengembangan
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a. pengembangan sistem manajemen pengelolaan persampahan dan

pengembangan TPS di seluruh Kecamatan; dan

b. pengembangan sistem manajemen pengelolaan persampahan dan

pengembangan TPA Cilowong di Kecamatan Taktakan.

(2) Prasarana persampahan yang digunakan lintas wilayah administratif

berupa TPA terpadu di Bojong Menteng, Kabupaten Serang dikelola

bersama imtuk kepentingan antar wilayah.

(3) Arahan pengembangan prasarana persampahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan melalui keijasama antar wilayah dalam hal

pengelolaan dan penanggulangan masalah sampah.

(4) Upaya lainnya dalam pengelolaan persampahan dilakukan sebagai

berikut:

a. Memanfaatkan teknik-teknik yang lebih berwawasan lingkungan

berdasarkan konsep daur ulang dan pemilahan antara sampah organik

dan anorganik dalam pengolahan sampah di TPA yang ada maupun

yang akan dikembangkan;

b. mengembangkan fasilitas pengolahan sampah pada TPS imtuk

mengurangi tumpukan;

c. mengembangkan pola pelayanan angkutan sampah;

d. merehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana persampahan,

bergerak dan tidak bergerak, pada TPS, Container, truk dan TPA;

e. meningkatkan teknologi pengolahan sampah pada TPA Cilowong dari

open dumping menjadi sanitary landfill^ sistem pengelolaan sampah

berkelanjutan dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah; dan

f. mengembangkan Tempat Pembuangan Sampah Reduce, Reuce,

Recycle.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keijasama pengelolaan, penanggulangan

masalah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan

Peraturan Walikota.

(6) Peta rencana sistem jaringan persampahan disusun dengan ketelitian

1:25.000 satu berbanding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Pasal 21




























































































































































































































































































































